BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap dua rumusan masalah yang diangkat

pada bab I, maka tibalah pada bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan yang

menghasilkan dua jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut.

1.

Kedudukan amicus curiae sebagai suatu alat bukti dalam Hukum Acara
Pidana memang tidak diatur, dengan kata lain bahwa kedudukan amicus
curiae yang dikaitkan dengan suatu alat bukti memiliki permasalahan
berupa kekosongan hukum. Untuk menjawab hal tersebut, maka peneliti
mencoba mencari tahu bagaimana pandangan para hakim di Indonesia lewat
ratio decidendi putusan pengadilan dalam mengadili perkara pidana.
berdasarkan tujuh putusan pengadilan yang telah peneliti kumpulkan,
khususnya pada bagian ratio decidendi, enam putusan diantaranya
mengatakan bahwa pendapat yang diajukan secara amicus curiae
dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sementara satu putusan lainnya
mengatakan bahwa amicus curiae adalah sebagai dokumen, dan menurut
teori yang peneliti gunakan mengatakan bahwa suatu dokumen adalah salah
satu jenis dari alat bukti surat. Peneliti berpendapat bahwa dalam definisi
alat bukti surat pada pasal 187, khususnya pada ayat 3 dan 4 memiliki
makna yang luas, sehingga masuk akal jika ketujuh putusan pengadilan
tersebut mengatakan bahwa amicus curiae termasuk dalam alat bukti surat.

Tetapi menurut peneliti tidak menutup kemungkinan bahwa suatu
amicus curiae dikategorikan sebagai alat bukti ahli, asalkan pendapat
tersebut disampaikan langsung dimuka pengadilan secara komunikasi
interaktif antara pihak yang mengajukan amicus curiae tersebut dengan
hakim. Sayangnya, KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit
mengenai kriteria seseorang yang dapat menjadi ahli dalam proses
peradilan, sehingga pendapat dari amicus curiae yang berasal dari individu

dan/ atau organisasi dapat dikategorikan sebagai pendapat ahli, karena

92



mereka memang memiliki fokus tertentu dalam kebidangannya dan hal
tersebut sejalan dengan perkara yang sedang diadili oleh pengadilan.

Suatu pendapat yang disampaikan oleh pihak diluar perkara yang dilakukan
lewat amicus curiae berasal dari suatu individu dan/ atau organisasi yang
disebut amicus dan/ atau amici(s). Telah dibahas dalam kesimpulan
sebelumnya bahwa terdapat kekosongan hukum atas posisi tersebut,
sehingga peneliti berdasarkan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya
akan mengaitkannya dengan rumusan masalah kedua. Analisis atas rumusan
masalah pertama mengantarkan peneliti kepada suatu jawaban bahwa
amicus curiae merupakan alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, dan pihak yang dapat mengajukan surat menurut pasal 187
khususnya ayat 3 dan 4 memiliki definisi yang luas, sehingga amicus curiae
sebagai alat bukti surat dapat diajukan oleh siapa saja jika ditafsirkan begitu
saja menurut pasal 187, ayat 3 dan 4. Jawaban tersebut menurut peneliti
bukanlah sesuatu yang dapat memecahkan pertanyaan mengenai pihak yang
dapat disebut sebagai amicus dan/ atau amici(s), karena jawaban tersebut
menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, mengingat konsep dari amicus
curiae sendiri di indonesia tidak memiliki pengaturannya, maka peneliti
perlu lebih jauh menganalisa pihak mana yang dapat disebut sebagai amicus
dan/ atau amici(s).

Untuk menjawab hal tersebut peneliti kembali merujuk pada ketujuh
putusan pengadilan dan memeriksa kedudukan dari seluruh pihak yang
mengajukan pendapat mereka secara amicus curiae pada pengadilan,
beberapa peraturan perundang-undangan, dan peneliti juga mencoba
mengutip aturan dari Amerika yang mengakui secara resmi amicus curiae
dalam Rules of The Supreme Court of The United States Pasal 37. Jawaban
yang didapat dari analisis tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat suatu
kriteria jika suatu pihak ingin menyampaikan pendapatnya secara amicus
curiae, yaitu:

- Pihak tersebut bukanlah suatu pihak yang berperkara dalam kasus
yang sedang diadili oleh pengadilan.
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- Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki perhatian terkait kasus
yang sedang diadili, khususnya terhadap hal-hal yang sesuai
dengan fokus dari lembaga dan/ lembaga tersebut.

- Memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada
pengadilan mengenai hal-hal terkait perkara, yang kiranya luput
dari perhatian pengadilan.

- Lembaga/ pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan
pendapatnya dipengadilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan sebagai pihak diluar perkara.

- Menurut aturan dari supreme court, dikatakan bahwa pengacara
dapat mengajukan pendapatnya secara amicus curiae dengan
catatan pengacara tersebut telah memenuhi kualifikasi yang sesuai
dalam aturan dari supreme court, maka berdasarkan aturan tersebut
tidak semua pengacara dapat mengajukan pendapatnya secara
amicus curiae.

Berdasarkan kriteria tersebut yang disandingkan dengan kedudukan
pihak yang mengajukan pendapatnya secara amicus curiae pada ketujuh
putusan pengadilan, maka menghasilkan jawaban bahwa memang seluruh
pihak tersebut bukanlah pihak yang berperkara dalam pengadilan, dan
mereka memang memiliki fokus kajian pada hal yang serupa dengan kasus
yang sedang diadili. Umumnya memang amicus curiae disampaikan oleh
organisasi non pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika suatu
lembaga negara sebagai pihak diluar perkara dapat menyampaikan
pendapatnya saat persidangan karena mereka memang memiliki
kewenangan tersebut, contohnya adalah Komnas HAM dalam UU tentang
Komnas HAM, Pasal 89 ayat (3). Terhadap bentuk kepentingan pihak diluar
perkara yang bisa menyampaikan pendapatnya secara amicus curiae,
peneliti mengutip aturan dari PMK Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pasal 14. Hasilnya,
bahwa amicus curiae dikategorikan sebagai pihak terkait berkepentingan
secara tidak langsung, artinya pihak tersebut merupakan pihak yang

memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya maka perlu didengar

94



keterangannya sebagai suatu ad informandum. Dan sejalan dengan amicus
curiae, bahwa putusan pengadilan memang tidak mempengaruhi pihak
terkait yang berkepentingan secara tidak langsung, tetapi mereka memiliki
kepedulian terhadap perkara yang sedang diadili. Lalu pada kriteria terakhir
terkait amicus curiae diajukan oleh pengacara yang berkualifikasi, hal
tersebut menurut peneliti sulit diterapkan karena Indonesia memiliki sistem
hukum yang berbeda dengan amerika sebagai negara yang salah satu aturan
hukumnya peneliti kutip dalam merumuskan kriteria.

Pada akhirnya pendapat yang disampaikan secara amicus curiae
memang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para hakim dalam
mengadili suatu kasus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat
justru hakim sendiri yang meminta pendapat dari amicus dan/ atau amici(s),
hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh hakim karena hakim
dapat meminta bahan baru oleh pihak berkepentingan demi menjernihkan
perkara menurut pasal 180 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, bagi para pihak
yang merasa perlu mengajukan amicus curiae dengan kondisi terdapat suatu
kekosongan hukum, maka tanpa permintaan hakim pun masyarakat tetap
dapat mengajukannya. Karena hal tersebut merupakan amanat yang
diberikan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1)
bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan mengetahui nilai dan

rasa keadilan dalam masyarakat.

5.2. Saran

1.

Sudah lama sekali sejak praktik amicus curiae muncul dalam peradilan di
Indonesia, khususnya pada perkara pidana yang merupakan salah satu
contoh hukum publik. Melihat beberapa kasus yang telah peneliti
kumpulkan, hal ini menunjukan suatu fakta bahwa penyampaian pendapat
secara amicus curiae di Indonesia kian meningkat khususnya pada perkara
yang memancing perhatian masyarakat. Melihat kondisi tersebut, peneliti
berpendapat bahwa seharusnya Indonesia memiliki aturan yang baku
mengatur kedudukan dari amicus curiae sendiri. Hal ini terkait dengan

kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di peradilan yang
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intensitasnya semakin meningkat. Alasan lainnya mengapa diperlukan suatu
aturan yang baku mengenai amicus curiae adalah bahwa terhadap suatu
kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma, memang dapat dilakukan
metode penemuan hukum, tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus
hanya mengandalkan suatu penafsiran dan konstruksi hukum saja. Praktik
amicus curiae yang selama ini terjadi dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas juga mengingat
bahwa hal demikian ini muncul jauh setelah Undang-undang Hukum Acara
Pidana sendiri terbentuk pada tahun 1981. Peneliti melihat dalam RUU
KUHAP bahwa tidak ada mekanisme penyampaian pendapat seperti amicus
curiae, hal ini menunjukan bahwa pemerintah masih abai dalam melihat
kebutuhan masyarakat. Padahal praktik ini sudah banyak muncul di
masyarakat. Pembentukan hukum terkait amicus curiae seharusnya diatur
dalam suatu produk hukum berupa Undang-undang. Hal ini dikarenakan
aturan tersebut mengatur alat bukti, sehingga akan tidak relevan jika diatur
pada peraturan dengan tingkat dibawah Undang-undang. Tetapi
pembentukan hukum tersebut juga tidak menutup kemungkinan dilakukan
dengan cara lain selain lewat lembaga yudikatif , misalkan Mahkamah
Agung melalui PERMA ataupun SEMA dapat menjelaskan kedudukan
amicus curiae. Atau bahkan dengan mengajukan permohonan pada
Mahkamah Konstitusi sehingga nanti MK akan melakukan penafsiran yang
merupakan suatu langkah preventif terhadap kekosongan hukum.

. Hal yang selanjutnya menjadi perhatian peneliti adalah mengenai pihak
yang dapat disebut sebagai amicus dan/ atau amici(s). Seperti yang peneliti
katakan sebelumnya bahwa kedudukan amicus curiae sendiri sudah tidak
diatur dalam hukum positif, maka perlu melakukan analisis lanjutan
terhadap kriteria pihak yang bisa mengajukan pendapat secara amicus
curiae. Membicarakan pihak yang dapat mengajukan amicus curiae juga
merupakan perhatian yang penting pada penelitian ini, karena berkaitan
dengan kepastian hukum pihak yang dapat menyampaikan pendapatnya.
Jika dikatakan bahwa siapapun bisa menyampaikan pendapatnya secara

amicus curiae maka tentu akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga
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peneliti mencoba menyusun suatu kriteria yang kiranya dapat dijadikan
acuan baik bagi pihak yang ingin mengajukan pendapatnya secara amicus
curiae, dan hakim yang mengadili perkara mendapatkan pendapat dari
amicus. Khususnya kriteria tersebut juga dapat dijadikan salah satu referensi
bagi pemerintah bersama DPR melakukan pembentukan hukum terkait
amicus curige dalam kedudukannya dan pihak mana saja yang dapat
menyampaikan hal tersebut. Misalnya membuat peraturan mengenai
kualifikasi pihak yang dapat mengajukan pendapatnya secara amicus curiae
adalah pihak diluar perkara yang memang diberikan kewenanngan oleh
undang-undang untuk melakukan hal itu, pihak tersebut merupakan
organisasi non pemerintah (LSM), pihak tersebut bukan yang terpengaruh
atas putusan pengadilan, pengacara yang memiliki kualifikasi tertentu, dan
lain lain. Hal ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan jika di
masa mendatang pengadilan menerima begitu banyak amicus curiae dan
pengadilan harus tetap bersikap transparan menerima hal tersebut dan
tentunya juga profesial terkait kedudukan masing-masing pihak yang
mengajukan pendapat secara amicus curiae. peneliti berpendapat terdapat
kemungkinan suatu hari jika tidak ada aturan yang dapat menjelaskan
kualifikasi/ kriteria pihak yang dapat berpendapat secara amicus curiae,
maka amicus curiae bisa dijadikan alat untuk kepentingan memberikan
intervensi pada pengadilan, atau bahkan pihak yang beritikad buruk
menggunakan amicus curiae secara Dbertentangan dengan fungsi
sesungguhnya supaya mendapatkan pembelaan, simpati dan/ atau

keuntungan lainnya.
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